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“TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEENIS
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20

ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri pada
Dinas Pendidikan;

Xi

Undang-Undang MNomor 29  Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat [0 di
Sulaw=si [Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran MNegara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomeor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003
tentang CGuru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4941,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia




10.

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang . Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan -Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik [Indonesia Tahun 2014 Nomor &,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomeor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S887; i




11, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavean
Nomer 47 Tahun 2016 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
[Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan '
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451); _

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomer 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

2 Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus
dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri
Sipll Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 479);

14, Peraturan Dacrah Kabupaten Bpone Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

15, Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
(Berita Daersh Kabupaten Bone Tahun 2016
MNomor 60);

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMEENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEENIS SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
. 1. Daerah adalah Kabupaten Bone.

Z. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah FANg
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.




10.

11.

12,

13.

(1)

(2]

(1)

Kabupaten adalah Kabupaten Bone,
Bupati adalah Bupati Bone.

 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Bone.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone.
Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bone.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Dasar
Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub
Bagian Tata Usaha pada UPT Sekolah Dasar
Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone,
Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok
Jabatan Pelaksana UPT Sekolah Dasar Neger
pada Dinas Pendidikan kabupaten Bone.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Jabatan Fungsional UPT Sekolah Dasar Neger
pada Dinas Fendidikan Kabupaten Bone yang
melaksanskan kegiatan secara fungsional sesuai
dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi
berdasarlkan perui:uran perundang-undangan.

BARB II
PEMEBENTUKAN DAN KEDUDUEAN

-Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UFT
Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan.
UPT sebagaimana dimaksud pada avat (1),
dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAE III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi UPT, terdiri dari;
a. kepala UPT sekolah;
b. kelompok jabatan fungsional/guru;
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(1)

(2)

3]

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupat ini.

_ BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

Kepala UPT mempunyai tugas membantu

Kepala [Dhnas dalam mengoordinasikandan

melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan

Selkolah Dasar Negeri.

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan
pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;

b. pelaksanaan kebijakan tel-mm pengelolaan
Sekolah Dasar Negeri:

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri;

d. pelaksanaan administrasi UPT; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas,

€. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT
untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas; !

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang

tugasnva;




merumuskan dan melaksanakan kebijakan
program, keuangan, umum, perlengkapan,
kepegawaian, dalam lingkungan UFT;
mengoordinasikan dan melaksanakan
kebijakan telknis pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri; ,
. mengoordinasikan dan melaksanakan
pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar

Negeri;

.. mengoordinasikan pelaksanaan proses

kegiatan belajar mengajar;

mengoordinasikan pelaksanaan administrasi
kegiatan belajar mengajar;

mengoordinasikan dan melaksanakan
pembinaan guru, tenaga fungsional
kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta
membina hubungan kerjasama dan peran
serta masyarakat;

mengoordinasikan dan merumuskan
kebijakan terkait pelaksanaan administrasi
dan proses kegiatan belajar mengajar;

- mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan administrasi dan proses
kegiatan belajar'mengajar;

. mengoordinasikan dan menata administrasi
ketatausahaan, kerumahtanggan, kesiswaan,
ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta
sarana dan prasarana pendukung
penyelenggaraan pendidikan;
mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan
kegiatan ekstralurikuler;

. mengoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan
kerjasama dengan instansi terkait dan
masyarakat;

- mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan
kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
mengoordinasikan dan melaksanakan
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi
dengan lembaga pemerintah dan lembaga non




(4]

(1)

(<]

pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi UPT;

t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara
sesuai  ketentuan peraturan perundang-
undangan;

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
Kepala UPT dan memberikan  saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

v, mengoordinasikan dan melakukan pelayanan
ketatausahaan, administrasi umum,
Kepegawaian dan keuangan; dan

w, melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan atasan sesual dengan bidang
tugasnya.

Kepala UPT selain melaksanakan tugas dan fungsi

scbagaimana diatur dalam ayat (2] dan ayat (3)

juga melaksanakan tugas dan fungsi vang

berkaitan dengan urusan ketatausahaan atau
dapat menugaskan pejabat fungsional guru acau
tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan
urusan ketatausahaan UPT Sekolah Dasar Negeri,

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas
Kelompok Jabatan Fungsional

(Guru)

Pasal 5
Guru mempunyai tugas membantu Kepala UPT
melaksanakan  Kegiatan  Pembelajaran  dan
pembinaan bakat peserta didik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Guru dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan program
pengajaran;
melaksanakan penyvajian program pengajaran;
melaksanakan evaluasi belajar;
melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar;
menyusun dan mengevaluasi proses dan hasil
belajar,; ’

e poOg




(1

(2]

(3

(4]

(3)

(6]

f inembimbing siswa dalam kegiatan ekstra
kurikuler;

g. melaksanakan pembimbingan pada kelas yang
menjadi tanggung jawabnya;

h. melaksanalkan pengembangan diri;

i, membimbing siswa dalam ekstrakurikuler;

j. sebagai peEngawas ujian penilaian evaluasi
terhadap proses dan hasil belgjar tingkat’
sekolah;

k. membantu kepala UPT dalam pelaksanaan
administrasi UPT; dan

. pelaksanaan fungsi-lain yang diberikan oleh
Kepala UPT terkait tugas dan fungsinya.

BAEB V
TaTA KERJA

Pasal 6

Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Jabatan
Fugsional/guru dan seluruh personil dalam UPT
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja
sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
akuntahbilitas, transparansi serta efektifitas dan
efisiensi.

Kepala UPT melaksanakan system pengendalian
internal di lingkungan organisasinya.

Kepala UPT bertanggungawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan
pengarahen serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan. =
Kepala UPT dalam melaksanakan tugas,
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Satuan Organisasi di bawahnya.

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan
oleh Kepala [DMnas sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Kepala UPT, Wakil Kepala Sekolah/Satuan
Pendidikan, Kepala Urusan Tata Usaha dan
seluruh personil dalam-. lingkungan UPT wajib




mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta
menyampaikan laporan secara berkala dan/atau
sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada
atasan masing-masing.

(7} Setiap laporan- yang diterima sebagaimana
dirnksud pada ayat (6], diclah dan digunakan oleh
pimpinan sebagai bahan perumusan dan

- pelaksanaan kebijakan teknis UFT.

(8) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya,
melakukan pengawasan, pemantauan,
p&ngenda!is.n, dan evaluasi, serta melaksanakan
rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai
kebutuhan.

(9] Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja
sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait,
dalam rangksa meningkatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT,

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBEERHENTIAN DALAM
JABATAN

Pasal T

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati sesuai dengan ketentuan perafuran
perundang-undangan.

(2) Jabatan Fungsional /Guru diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Neger
Sipil wang memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAE VII
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
Pasal 8
(1) Untuk  melaksanakan  koordinasi layanan

administrasi pada satuan pendidikan dapat
membentul: koordinator wilayah Kecamatan.

(2) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana
dimaksud ayat 1 merupakan jabatan non
struktural vang dapat dijabat oleh pejabat
pengawas atau Aparatur Sipil Negara lainnya
gesual ketentuan peraturan peru ndang—uﬁdangan.
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BAE VIII
EEs PEMBIAYAAN

=

Pasal 9

Pembiayaan untulk mendulkung UPT dibebankan
pada Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone dan sumber lain yang sah dan tidek
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan '
pﬂrl::ndmg—undﬂngan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga.l
diundangkan.

Agar setiap orang mengetshuinyva, nemerintahkan
pengundangen Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone.

== —Dijtetapkan di Watampone
31 wei 2018

Diundangkan di Watampone
p&datangga] 31 ei ng'
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Ij NAMA UPT nPaN ALAMAT » EECAMATAN
§ | SD NEGERI 197 TANETE HARAPAN | 40302405 | Tancte Harapen ' Cina
§ | 5D NEGERI 198 CINENNUNG 40302406 | Luppereng Cina
% | 8D NEGERI 301 CINEN NUNG 40302423 | Patlongi | Cina
& | 20 INPRES 5/80 KAWERANG 40302449 | Kawerang Cina
7 | SDINPRES 7/83 TANETE 40302452 | Tanecte Cind
i:5__. EETFEEE 10,/73 TANETE 40302734 | Tanete Cina
r.g ﬁéﬁ;ﬁﬂgﬁﬁg #03027Td4 .Abbum;:ung:ng Cina
0 | 5D INPRES 12/79 ARASOE 40302747 | Desu Arasoe Cina
il | SD INFRES 5/81 AWO | 40302855 | Karella™ Cina
12 | 8D INFRES 5/81 AWO 4] 40302856 | Kampubbu Cina
3 | SD INFRES 5/81 AJANGPULU 40302872 | Kelling Cina
F— mﬁgﬁﬂ 40302877 | Abbumpungeng Cina
5 | 5D INPRES 4/82 ARASOE 40302878 | Ujung Cina
% | BD INPRES 6/75 CINENNUNG 40302898 | Clnennung Cina
¥ | 8D INPRES 12/79 LOMPU 40302971 | Lompu ' Cina
i8 | 8D INPRES 3/77 KANCO 40302978 | Dia Cina
15 | SD INPRES 3,77 ARASOE 40302094 | Arasoe Cina
(0 | SD INPRES 12/79 WALENRENG I 40303013 | Laju Cina
(1 | 8D INPRES 12/79 WA LENRENG 1 40303014 | Kampung Baru Cina
{2 | 5D INPRES 6,/75 WALENRENG 40310548 | Lapecang Cina
i3 | gﬁg;g&ﬁg:ma WATAHNG 40302453 | Watang Padacenga Dug Boccoe
|4 | 8D NEQERI 100 MELLE 40302461 | Lawarenge Dua Boccoe
15 | 80 NEGERI 101 PANYILI 40302462 | Panyil Dua Boccoe
16 | s NEQERI 102 MARIO 40302463 | Mabbiring Dua Boccoe
17 | 80 NEQERI 103 PRAJAMAJU 40302464 | Wail-waji Dua Boccoe
18 | 8D NEQERI 1084 LACCORI 40302455 | Calimpo Dua Bocooes
10 | 8D INPRES 7/63 PAKKASALD 40302460 | Pakkasalo Dua Boceose
20 | 8D INTRES 6/80 SANRANGENG 40302475 | Sanrangeng Dua Boccoe
11 | 8D INPRES 7/83 MATAJANG 40302487 | Matajang Dua Boccoe
32 | SD NEGERI 99 LALLATANG 40202670 | Lallatang Dua Boccos
23 | 8D NEGERI 98 SAILONG 40302671 | JL. Perintls No.1 Dua Boccoe
24 | 8D NEGERI 97 SANRANGENG 40302672 | Sanrangeng Dua Boccoe
o5 | 80 NEQER! 87 PATTIRO 40302681 | Partiro Dua Boccoe
%5 | BD WEQERI 88 TOCINA 40302682 | Tocina Dua Boccoe
127 | 8D NEGER] 89 KAMPOTI 40302683 | Kampod Dua Boccoe
78 | 8D NEGERI 91 ULOE 40302685 | Jl. Berdikari No.b Dua Boccos
29 | 3D NEGERI 92 ULOE 40302686 | JL Berdikari Dua Boccoe
8D NEQERI 93 CADBENG 40302687 | Cabbeng Dua Boccoe
1 | 8D NEGERI 04 UJUNG 20302688 | Ujung Dua Boccoe
2 | SD NEQERI 95 SOLO 40302689 | Desa Solo | _Dua Boceoe

—_r
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NAMA UPT NPSN ALAMAT KECAMATAN i
SD NEGERI 96 PADACENGA 20302690 | Padacenga Dua Boccoe |
ap [NPRES 10/73 UNYI an302737 | Ji Petta Nompo No.9 Dua Boccoe
8 SD INPRES 5/81 LALLATANG 40302862 | Desa Lallatang Dua Bocooe
it SD INPRES 5/81 MELLE 40302870 | Watang Melle Dus Boccoe
| SD INPRES 4 /82 UNY] 20302892 | Unyi Dua Bocene |
T aD INPRES 6/75 CABBENG 40302897 | Cabbeng Dua Bocope
il SDINPRES 6/75 PATTIRO 40302905 | Pattirg Dua Boccoe
aD INPRES 5/81 PANYILI 40302016 | Dusun [ Lompoe Dua Boccve
E SD INPRES 5/81 PATTIRO 40302019 | Tono Dua Boceoe
i 242 | SD INPRES 5/81PRAJAMAJU 40302522 | Laduru . Dua Boccoe
5; 243 ﬁﬂi}%ﬁgﬁ 40302941 | Madello Dua Boccoe
| 244 | SD INPRES 12/79 PAKKASALO 40302042 'lﬁ:;;gﬂ‘;iﬁm“ ki Dua Boccoe
'\ 245 | SD INPRES 12/79 LACCORI 40302967 | Tokareta Dua Boccoe
248 | 8D INPRES 12/79 SAILONG 40302973 | Sailong Dua Bocooe
247 | SD INPRES 3,77 MARIO 20302983 | Lacenno Dua Boccoe
“248 | SD INPRES 3/77 TAWAROE 40302989 | JL Poros Wajo Dua Boccoe
249 | 8D INPRES 1279 UJUNG 40303005 | Ujung Dua Boceoe
250 | SD INFRES 6,80 PANYILI 20310550 | Panyili ; Dua Boccoe
251 | SO NEGERI 90 PAKKASALO 40310636 %L]::mmg idken No. Dua Hocooe
253 | SO INFRES 12/79 TOCINA 40314118 | Tocing Dua Boccoe
253 | 8D INPRES 10/73 ARALLAE a0310437 | Arallae Kahu
n54 | S0 INPRES 10/73 PALATTAE 20310442 | JI. Petta Ponggawae No.9 Kahu
se8 | 9D INPRES 12/79 CAMMILO 40310452 | Camemilo Kahu )
256 | SD INPRES 12/79 CARIMA 20210453 | Carima Kahu
257 | 8D INFRES 12/79 HULD 40310457 | Hulo Kahu
258 | SD INPRES 12/79 MATAJANG 40310463 | Matajang Kahu
250 | SD INPRES 12/79 NUSA 40310467 | Desa Nusa Kahu
260 | SD INFRES 12/79 PALATTAE 20310469 | JL Ahmad Yani Kahu ==
251 | SD INPRES 3/77 BOTTO PADANG | 40310485 | Maradda Kahu
262 | 8D INPRES 3/77 PASAKA 20310404 | Pasaka Kahu
263 | SD INPRES 3/77 SANREGO 40310499 | Sanrego Kahu
264 | SD INPRES 5/81 MATTOANGING | 40310523 | Desa Mattoanging Kahu
265 | 5D INPRES 5/81 TOMPONG PATU | 40310531 | Tompong Patu Kahu
266 | 8D INPRES 6/75 HULO 40310538 | Hulo Kahu
267 | SD INPRES 6/80 SANRECO 40310551 | Sanrego “Kahu o
768 | SD NEQERI 277 PALATTAE 20310621 | J1. Ahmad Yani No 73 Kahu
269 | 5D NEQGERI 278 PALATTAE 40310622 | Palattae Kahu o
270 | 8D NEGERI 279 CARIMA 40310623 | Carima Kahu
271 | 8D NEGERI 280 PALAKKA 20310624 | Palakka Kahu
272 | 8D TEGERI SEISANREGD 40310625 | Santego Kaliu
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